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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan perwujudan partisipasi
masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha
yang tumpang tindih di tingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam
mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas Badan Usaha Milik
Desa(BUMDes) akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh
anggota.
Pertimbangan yang melandasi desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik
Desa yakni adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar
pelayanan minimal) agar berkembang usaha masyarakat di desa, memberdayakan
desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha- usaha produktif bagi
upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pendapatan asli
desa, meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam
melakukan penguatan ekonomi di desa, menyalurkan inisiatif masyarakat desa,
mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, adanya sumber
daya manusia yang mampu untuk mengelolanya dan adanya penyertaan modal
dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang
diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Desa.
Maka dari itu desa harus menggali potensi desa melalui pemilihan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sehingga mampu mengelola Sumber Daya
Alam (SDA) yang ada di desa tersebut yang nantinya diharapkan dapat membawa
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2pengaruh positif dalam kinerja dan produktivitas anggotanya. Selain itu
diharapkan dapat membuat BUMDes tidak hanya mampu menghidupi masyarakat
desa dimana lembaga ini berada, namun lebih luas lagi juga bisa menularkan
manfaatnya ke wilayah lain dalam skala yang lebih besar.
Guna meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengalaman para pengelola
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota
diharapkan memberikan bantuan baik secara teknis maupun non teknis agar
pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimiliki desa mampu
menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik.
Untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan maksimal
dan tepat sasaran diperlukan idealisme yang kuat dari para pengurus Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) yang nantinya pengelolaan BUMDes harus dijalankan
dengan Prinsip transparansi, akuntabel, pertangungg jawaban dan kewajaran,
dengan mekanisme keanggotaan dasar yang dijalankan secara profesional dan
mandiri.
Desa Makmur merupakan salah satu desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci
yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana
pembentukannya berdasarkan Peraturan Desa Makmur Kecamatan Pangkalan
Kerinci Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Mandiri.
3Adapun jumlah Penduduk Desa Makmur dapat dilihat melalui tabel
berikut :
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan
Tahun Jenis Kelamin JumlahLaki- laki Perempuan
2016 2377 2089 4466
2017 2404 2193 4597
Sumber: Badan Statistik Kabupaten Pelalawan Tahun 2017
Dari Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa
Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2016
berjumlah 4466 dan meningkat pada tahun 2017.
Meskipun tujuan dari BUMDes salah satunya adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi desa, sertamemberikan kesempatan usaha tetapi kesadaran
masyarakat masih rendah untuk memanfaatkan BUMDes.
Hal ini terlihat dari beberapa fakta yang peneliti temukan dalam pra survei
awal dilapangan berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus Badan Usaha
Milik Desa(BUMDes) pada Tanggal 10 oktober 2017 .
Pengurus (1) menyatakan :
“Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan BUMDes
karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes sebagai salah
satu kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok,
kemudian pernah juga ada kejadian peminjam yang mengatakan minjam
untuk modal usaha ini, ternyata untuk membayar utang juga di UP2K, jadi
pinjaman dia untuk menutup utang itu, sehingga menyulitkan kami untuk
menagih ” (Wawancara : 10 Oktober 2017).
4Pengurus (2) juga mengatakan bahwa:
“Untuk Usaha Simpan Pinjam BUMDes Makmur Mandiri sudah berjalan
dengan baik, namun masih ada kendala yang terjadi yaitu salah seorang
dari pengelola kami yang paling berpengaruh itu izin, jadi beliau gak
masuk selama beberapa minggu. Hal ini membuat masyarakat sepele sama
pengelola yang lain, ketika di tagih masyarakat selalu banyak alasan”
(Wawancara : 10 Oktober 2017).
Penulis juga mewawancarai salah seorang warga Desa Makmur untuk
BUMDes Makmur Mandiri di Desa Makmur menyatakan :
”kami juga mau minjam dana usaha simpan pinjam untuk menambah
modal jualan kami, tetapi itu katanya dapat dana dari pusat, kan hibah
kenapa harus dikembalikan lagi uangnya” (Wawancara : 10 Oktober
2017).
Untuk memperkuat Fakta- fakta diatas penulis memaparkan beberapa data
yang berupa tabel dibawah.
Tabel 1.2 Jumlah Peminjam pada BUMDes Makmur Mandiri Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2017
No. Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki- laki 140 orang
2. Perempuan 82 orang
Total 222 orang
Sumber : BUMDes Desa Makmur tahun 2017
Tabel 1.2 diatas menggambarkan bahwa jumlah peminjam atau yang
masuk dalam anggota BUMDes 222 orang dimana terdapat 140 orang laki- laki
dan 82 orang perempuan. Jika dilihat dari jumlah penduduk desa Makmur tahun
2016 sebanyak 7447 jiwa jumlah peminjam atau yang masuk dalam anggota
BUMDes masih terhitung masih sedikit.
Jenis usaha Desa Makmur yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa
masih berupa jasa keuangan yang meliputi Usaha Simpan Pinjam.Untuk jenis
5usaha lainnya masih dalam perencanaan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh
karena telah berdirinya Unit Usaha Simpan Pinjam Makmur Mandiri sebagai
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka masyarakat perlu mengetahui
pengelolaan jenis usaha.
Untuk mengetahui jenis usahaBadan Usaha Milik Desa (BUMDes)
khususnya usaha simpan pinjam dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.3 Ruang Lingkup Usaha Simpan Pinjam Makmur Mandiri pada
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Mandiri Tahun
2017
No Usaha Simpan Pinjam Jumlah Peminjam
1 Perdagangan (D) 66 orang
2 Pertanian (T) 1 orang
3 Perkebunan (K) 104 orang
4 Perikanan (I) 0 orang
5 Peternakan (Tr) 5 orang
6 Industri Kecil (Ik) 1 orang
7 Jasa (J) 44 orang
Jumlah 221 orang
Sumber: Kantor BUMDes Tahun 2017
Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa Usaha Simpan Pinjam
yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur terdiri atas 6 (enam)
jenis usaha simpan pinjam. Jenis usaha pertama yaitu perdagangan dengan jumlah
peminjam sebanyak 66 orang, pertanian sebanyak 1 orang, perkebunan sebanyak
104 orang, peternakan sebanyak 5 orang, industri kecil sebanyak 1 orang dan jasa
sebanyak 44 orang.
Perguliran Usaha Simpan Pinjam yang sudah dimulai sejak tahun 2015
dimulai dengan adanya bantuan dari APBN, APBD yang total keseluruhannya
sebesar RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pemanfaat sebanyak
6163 orang. Dari modal awal yang berasal dari pemerintah Kabupaten tersebut,
BUMDes Makmur Mandiri telah melakukan perguliran dana kepada anggota
BUMDesdari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 3 kali dengan
jumlah pemanfaat 221 orang dan jumlah dana yang digulirkan sebesar Rp.
77.000.000,-. Kemudian perguliran dana yang berasal dari simpanan keanggotaan
dan masyarakat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 6 kali dengan
jumlah pemanfaat 12 orang dan jumlah perguliran sebesar 45.000.000.
Agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat berjalan dengan baik,
maka dibentuklah Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan BUMDes yang
terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) yang
menjadi pedoman dalam pengelolaan tersebut. Mengenai syarat, prosedur dan
peminjaman dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Makmur Mandiri terdapat
dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) menyebutkan bahwa :
1. Rumah Tangga Miskin
a. Diiutamakan Warga Desa Makmur yang dibuktikan dengan KTP dan
Kartu Keluarga serta membawa fotocopy nya;
b. Mendapat persetujuan atau rekomendasi pinjaman dari RT/ RW
dimana calon peminjam berada dan diketahui oleh kepala desa;
c. Umur peminjam minimal 20 tahun dan maksimal 55 Tahun;
d. Memiliki usaha;
e. Membuat proposal permohonan pinjaman sesuai dengan contoh
format yang disediakan;
7f. Memiliki agunan/ jaminan minimal harta untuk peminjaman satu juta
keatas;
g. Bersedia menanda tangani dan melaksanakan Fakta Integritas;
h. Bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan (Berdasarkan Fakta
Integritas).
2. Non RTM
a. Diiutamakan Warga Desa Makmur yang dibuktikan dengan KTP dan
Kartu Keluarga serta membawa fotocopy nya;
b. Mendapat persetujuan atau rekomendasi pinjaman dari RT/ RW
dimana calon peminjam berada dan diketahui oleh kepala desa;
c. Umur peminjam minimal 20 tahun dan maksimal 55 Tahun;
d. Membawa fotocopy Izin Usaha;
e. Membuat proposal permohonan pinjaman sesuai dengan contoh format
yang disediakan;
f. Memiliki agunan/ jaminan minimal harta untuk peminjaman satu juta
keatas (sertifikat, BPKB, dan lainnya);
g. Bersedia menanda tangani dan melaksanakan Fakta Integritas;
h. Bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan (Berdasarkan Fakta
Integritas).
3. Besarnya Pinjaman
Bagi RTM Rp. 500.000,- atau lebih sesuai dengan usaha ekonominya
Bagi Non RTM Rp. 500.000,- atau lebih sesuai dengan Fisibelitas
usahanya.
84. Jangka Waktu Pinjaman
Kredit Rp. 500.000,- 12 bulan
Kredit Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- 24 bulan
Kredit Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- 36 bulan
Kredit Rp. 5.500.000,- sampai keatas 50 bulan
5. Fakta Integritas
Setiap Peminjam/Debitur wajib memahami, menanda tangani dan
melaksanakan nota kesepahaman sebagai berikut :
- Bagi RTM
a. Memenuhi persyaratan kredit yang tersedia
b. Tidak dipungut/dikenakan biaya administrasi
c. Suku bunga 1 % menetap
d. Besaran dan jangka waktu pinjaman sesuai dengan hasil Tim
Verifikasi
e. Bagi Peminjam/Debitur yang meminjam Rp. 1.000.000,- keatas wajib
menjadi peserta ASKRI (sesuai aturan ASKRI yang ada) untuk
menyelematkan asset BUMDES/dana pinjaman apabila
Peminjam/Debitur meninggal dunia
f. Setiap bulannya Peminjam/Debitur melaksanakan kewajibannya
membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman yang telah ditetapkan
Sangsi :
a. Apabila Peminjam/Debitur terlambat untuk membayar Angsuran
Pokok dan Bunga bulanannya setelah diberikan toleransi waktu 7
9(tujuh) hari dari jatuh tempo angsuran bulanan, maka dikenakan denda
10 % dari jumlah Angsuran dan Bunga bulanan setiap harinya
b. Apabila Peminjam/Debitur berturut-turut selama 3 bulan tidak
membayar Angsuran dan Bunga maka yang bersangkutan dikenakan
sanksi administrasi (tidak mendapatkan pelayanan Dinas dan Adat)
termasuk bentuk bantuan social lainnya
c. Peminjam/Debitur tetap mendapatkan pembinaan dari Tim Pembina
BUMDes Makmur Mandiri Desa Makmur sebelum dilimpahkan
permasalahannya ke sanksi hukum formal lainnya (Kepolisian dan
lain-lainnya)
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk menjaga kelancaran
dan keberlangsungan Program BUMDes ini dalam rangka Pembangunan
Desa yang berkelanjutan dan apabila ada perubahan materi Fakta Integritas
ini akan diadakan musyawarah atas dasar saling menguntungkan.
- Bagi Non RTM
a. Memenuhi persyaratan kredit yang tersedia
b. Dikenakan/dipungut biaya administrasi sebesar 1 x bunga bulanan
c. Suku bunga 1,5 % tetap/bulan
d. Besaran dan jangka waktu pinjaman sesuai dengan hasil Tim
Verifikasi
e. Bagi Peminjam/Debitur yang meminjam Rp. 1.000.000,- keatas wajib
menjadi peserta ASKRI (sesuai aturan ASKRI yang ada) untuk
10
menyelematkan asset BUMDES/dana pinjaman apabila
Peminjam/Debitur meninggal dunia
f. Setiap bulannya Peminjam/Debitur melaksanakan kewajibannya
membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman yang telah ditetapkan
Sangsi :
a. Apabila Peminjam/Debitur terlambat untuk membayar Angsuran
Pokok dan Bunga bulanannya setelah diberikan toleransi waktu 7
(tujuh) hari dari jatuh tempo angsuran bulanan, maka dikenakan denda
10 % dari jumlah Angsuran dan Bunga bulanan setiap harinya
b. Apabila Peminjam/Debitur berturut-turut selama 3 bulan tidak
membayar Angsuran dan Bunga maka yang bersangkutan dikenakan
sanksi administrasi (tidak mendapatkan pelayanan Dinas dan Adat)
termasuk bentuk bantuan social lainnya
c. Peminjam/debitur tetap mendapatkan pembinaan dari Tim Pembina
BUMDes Makmur Mandiri Desa Makmur sebelum dilimpahkan
permasalahannya ke sanksi hukum formal lainnya (Kepolisian dan
lain-lainnya)
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk menjaga kelancaran
dan keberlangsungan Program BUMDes ini dalam rangka Pembangunan
Desa yang berkelanjutan dan apabila ada perubahan materi Fakta Integritas
ini akan diadakan musyawarah atas dasar saling menguntungkan.
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Adapun fenomena yang ditemukan penulis dilapangan mengenai
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Makmur adalah sebagai
berikut :
1. Kurangnya kedisiplinan dari tingkat pemimpin sampai pada tingkat
staffnya pada pengelolaan BUMDes sehingga berpengaruh pada
pelaksanaan program BUMDes yang dinilai kurang maksimal dan
mengakibatkan masih terdapat penunggakan pengembalian pinjaman
BUMDes (berdasarkan wawancara dengan staff keuangan Ibuk Putri
pada tanggal 20 Oktober 2017).
2. Ketidak-tegasan pihak dalam mengelola BUMDes sehingga adanya
penyalahgunaan pinjaman dari pemanfaat yaitu dana yang dipinjam
bukan untuk mengembangkan usaha melainkan bersifat konsumtif seperti
membeli kendaraan, keperluan pesta, dan keperluan sehari- harinya
sehingga peminjam sulit untuk membayar angsuran (berdasarkan
wawancara dengan staff keuangan Ibuk Putri pada tanggal 20 Oktober
2017).
3. Kurangnya sosialisi oleh BUMDes pada masyarakat tentang BUMDes
merupakan aset desa atau titipan kekayaan milik anak cucu untuk
kemajuan masa depan yang harus dipertanggung jawabkan
pelestariannya oleh pelaku dan pemanfaat, sehingga menyebabkan
kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hal tersebut. Program
BUMDes tidak akan dapat berjalan maksimal jika masyarakat tidak
peduli dan acuh tak acuh. Kebanyakan masyarakat hanya tahu bahwa
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dengan program BUMDes mereka dapat memperoleh pinjaman uang
yang digunakan untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari tanpa
memikirkan bagaimana masa depan BUMDes agar dapat terus
berkelanjutan (berdasarkan wawancara dengan staff keuangan Ibuk Putri
pada tanggal 20 Oktober 2017).
Berdasarkan Masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “
Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Mandiri Desa
Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan “
1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas yaitu:
1. Bagaimana Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur
Mandiri di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan ?
2. Apa Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Makmur Mandiri Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan?
1.3 Tujuan Penelitian
Dari uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah
1. Untuk mengetahui Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Makmur Mandiri Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan.
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2. Untuk mengetahui strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Makmur Mandiri Desa Makmur Kecamatan Pangkalan
Kerinci Kabupaten Pelalawan.
1.4 Manfaat  Penelitian
Manfaat penelitian ini ialah:
1. Bagi penulis diharapkan bermanfaat dalam menerapkan ilmu yang telah
saya dapat pada saat perkuliahan.
2. Bagi dunia akademisi, dapat melengkapi dan menambah bahan bacaan
dan referensi lainnya.
3. Bagi pemerintah, hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi salah
satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarkat desa.
1.5 Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus dalam penelitian ini adalah
tata kelola keuangan BUMDes dan Faktor yang membuat tata kelola keuangan
BUMDes belum optimal di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian yang
terdiri dari:
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BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian dan
sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini disajikan konsep- konsep Tata Kelola, konsep Otonomi
Desa, konsep Desa, konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang
bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan
masalah yang diteliti, dan pandangan Islam terhadap penelitian.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data dan
teknik analisis Data.
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan
diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi
penelitian, karakteristik, dan demokrafi.
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dari penelitian tentang
Analisis Kebijakan Pembangunan di Desa Suligi kecamatan Pendalian
IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
BAB VI PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang membangun bagi
objek penelitian bisa lebih baik lagi kedepannya.
